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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

 

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu 

kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk 

menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. 

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari 

sisi  proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan,  adalah merupakan salah 

satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung 

formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai 

tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan 

yang baik diharapkan juga diikuti dengan  pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. 

Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula. 

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah 

Kabupaten Situbondo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 

Situbondo mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan 

pembangunan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo 

dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif 

sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk 

merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dituntut untuk mampu menterjemahkannya 

kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik 

dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku 

selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 

1 (satu) tahun.  

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penaanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021 merupakan dokumen perencanaan strategis 

yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). 

Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian 

tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan 

mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan 

diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, 

bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan 

ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan 
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organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi,tujuan, dan 

sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. 

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek 

perencanaan pembangunan. Renstra Badan Penanggulangan Becana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021 ini merupakan hasil proses politik, yakni 

bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi 

dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah 

perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan 

memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan 

kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sejajar dengan itu, muatan 

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo Tahun 

2016–2021 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD 

Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan 

pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah 

disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja 

(rencana kerja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo 

selama satu tahun anggaran. 

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021 memiliki keterkaitan dengan dokumen-

dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut : 

1. Renstra Tahun 2016–2021 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2016–2021 dan 

merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 dan sekaligus 

mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan 

sebagaimana dimuat dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Situbondo Tahun 2011–2015 ; 

2. Renstra Tahun 2016 – 2021 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program 

pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten 

Situbondo; 

3. Renstra Tahun 2016–2021 ini dijabarkan dalam  Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD 

pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD; 

 

1.2. Landasan Hukum  

 

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2021 

ini disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :  
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1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); .  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817) ; 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) 

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penetapan, Pengesahan, Dan 

Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2005-2025;  

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2011-2031;  

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-

2019; 

18. Paraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025;  

19. Paraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033. 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 

2021 ; 

21. Peraturan Bupati Nomor: 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Situbondo 

22. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator kinerja Utama Pemerintah 

Kabupaten Situbondo 

 

 

1.3. Maksud dan Tujuan  

Adapun maksud penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) 

adalah untuk mendeskripsikan hasil penyusunan dan pembahasan terhadap Renstra Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021 yang 

berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk rencana Program, 

Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang mengacu 

kepada rancangan awal RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.  
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Sedangkan tujuannya adalah memberikan arah program dan kegiatan OPD dalam 

pelaksanaan secara efektif dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sampai dengan 

tahun 2021 pada kegiatan pembangunan di wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD). 

 

1.4. Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan untuk menyusun Renstra sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN,  

1.1   Latar Belakang 
 
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi 

Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, 

proses penyusunanRenstra PerangkatDaerah, keterkaitan Renstra Perangkat 

Daerah dengan RPJMD,Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan 

dengan Renja Perangkat Daerah. 

1.2   Landasan Hukum 
 
Memuat penjelasantentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan 

Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur 

organisasi, tugas dan fungsi, kewenanganPerangkat Daerah, serta pedoman 

yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran 

Perangkat Daerah. 

 
1.3   Maksud dan Tujuan 

 
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra 
Perangkat Daerah. 

 
1.4   Sistematika Penulisan 

 
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta 

susunan garis besar isi dokumen. 

 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa 

saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan 

tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah 

dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, 

mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah 

dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas 

hambatan-hambatan  utama  yang  masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi 

melalui Renstra Perangkat Daerah ini. 

2.1   Tugas, Fungsi, dan Struktur  Organisasi Perangkat Daerah 
 
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat 
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Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi 

sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang 

struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, 

jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, 

mekanisme). 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 
 
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki 

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber 

daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 
 
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan 

sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM 

untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah 

dan/atau indikator lainnya seperti MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi 

oleh pemerintah. 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra 

Perangkat Daerah kabupaten/kota (untukprovinsi) dan Renstra Perangkat 

Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan 

hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang 

bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. 

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan 

pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. 

 

BAB 

III 

 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

3.1   Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 
 

Perangkat Daerah 
 
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan 

Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi 

permasalahan didasarkan pada hasil pengisianTabelT-B.35 

3.2   TelaahanVisi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah 
 

Terpilih 
 
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 

terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah 

terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan 

Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor 

penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat 

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah 
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tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan 

perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. 

3.3   Telaahan Renstra K/LdanRenstra 
 
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor- 

faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka 

menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah 

provinsi/kabupaten/kota. 

3.4   Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 
 

Strategis 
 
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan 

pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan 

KLHS. 

3.5   Penentuan Isu-isu Strategis 
 
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah 

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerahdi tinjau dari: 

1.  gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 
 
2.  sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 

 
3.  sasaran    jangka    menengah    dari    Renstra    Perangkat    Daerah 

provinsi/kabupaten/kota; 

4.  implikasi RTRW bagipelayananPerangkat Daerah; dan 
 
5.  implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. 

 
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil 

penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini 

diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui 

Renstra  Perangkat Daerah tahun rencana. 

 

BAB 

IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

4.1   Tujuan dan SasaranJangka MenengahPerangkat Daerah 
 
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka 

menengah Perangkat Daerah. 

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta 

indikator kinerjanya disajikan dalamTabel T-C.25 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan 

Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26 

Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi 
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dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah 

kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah 

kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, 

maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan 

tersebut. 

BAB 

VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN  

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. 

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dariTabel T- 

C.27. 

BAB 

VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima 

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan 

sasaran RPJMD. 

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran 

RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dariTabel T-C.28. 

BAB 

VIII 

PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

2.1.1. Tugas 

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun  2011 tentang Tugas dan Fungsi  Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo mempunyai tugas: 

1 Menetapkan   pedoman    dan    pengarahan    terhadap   usaha penanggulangan  

bencana  yang  mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi 

serta rekonstruksi 

2 Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan; 

3 Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; 

4 Menyusun   dan   menetapkan   prosedur   tetap   penanganan bencana; 

5 Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan 

sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 

6 Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 

7 Mempertanggungjawabkan    penggunaan    anggaran    yang diterima dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 
2.1.2. F u n g s i  

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi : 

1 Perumusan  dan  menetapkan  kebijakan  penanggulangan bencana dan penanganan 

pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. 

2 Pengkoordinasian   pelaksanaan   kegiatan   penanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu dan menyeluruh. 

2.1.3. Struktur Organisasi 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo merupakan 

unsur pelaksana, dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku kepala Ex Officio 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 

penanggulangan bencana yang meliputi penanganan sebelum bencana, saat tanggap 

darurat dan pasca bencana pada Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 tahun 2011 tentang 

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo, 

maka Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai berikut : 
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Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 

Situbondo terdiri dari : 

1. Kepala Badan   

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian 

dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Penanggulangan Bencana. 

2. Kepala Pelaksana    

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari hari yang meliputi pelaksanaan 

penanggulangan bencana yang meliputi Pra bencana, saat tanggap darurat dan 

pasca bencana secara terintegrasi, dan mempunyai fungsi : 

- Pengoordinasian  

- Pengkomandoan; dan  

- Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayah yang 

terkena bencana. 

3. Sekretariat Pelaksana   

Sekretaris Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam 

mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, 

administrasi dan sumberdaya serta kerjasama yang mempunyai fungsi membantu 

Kepala Pelaksana dalam :  

a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan, dan 

perumusan kebijakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan 

perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas 

sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol; 

d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah; 

e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah lokasi terjadinya 

bencana; 

f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana. 

4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan  

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala 

Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang 

pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan 

masyarakat, mempunyai fungsi :  

a. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra 

bencana serta pengurangan resiko bencana;  

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan 

kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana; 
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c. Pelaksanaan kerja sama dengan Instansi atau lembaga terkait di bidang 

pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan 

resiko bencana; 

d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan di bidang pencegahan mitigasi dan 

kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana. 

5. Bidang Kedaruratan dan Logistik  

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana 

dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang 

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik, dan 

mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap 

darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; 

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana 

pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; 

c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; 

d. Pelaksanaan kerja sama di bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap 

darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan  

e. Pemantauan, evaluasi, dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di 

bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan 

pengungsi dan dukungan logistik. 

6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana 

Badan dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang 

penanggulangan bencana pada Pasca Bencana, dan mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;  

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana 

pada pasca bencana; 

c. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang 

Penanggulangan Bencana pada Pasca Bencana; dan 

d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang Penanggulangan Bencana 

pada Pasca Bencana. 

2.1.3.  Penjabaran Tugas dan Fungsi terdiri dari : 

1. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan 

pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Penanggulangan 

Bencana Daerah. 

2. Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada 

Kepala Badan dalam Penanggulangan Bencana dengan menyelenggarakan fungsi 

: 
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a. Perumusan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; 

b. Pemantauan; 

c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

3. Kepala Pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi, meliputi : 

a. Pra bencana; 

b. Saat tanggap darurat; 

c. Pasca bencana. 

Dan menyelenggarakan fungsi : 

a. Koordinasi; 

b. Komando; 

c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayah 

yang terkena bencana. 

4. Sekretaris Unsur Pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis 

administratif kepada Kepala Badan dan semua unsur di lingkungan Badan 

penanggulangan Bencana Daerah.. 

5. Dalam menyelenggarakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyiapkan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan; 

b. Menyusun dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan program dan 

kegiatan; 

c. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan realisasi 

anggaran belanja serta pembayaran gaji pegawai; 

d. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan; 

e. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; 

f. Melaksanakan administrasi kepegawaian; 

g. Melaksanakan tata usaha kantor yang meliputi, pencatatan, pengarsipan surat 

masuk dan keluar, menyiapkan dan mendistribusikan surat-surat; 

h. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokoler; 

i. Menyiapkan rencana kebutuhan barang, administrasi dan pelaporannya; dan 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana. 

 

Sub Bagian Umum  

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan umum dan tata 

usaha kepegawaian. 

Dalam melaksanakan tugas Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusiandan pengiriman surat-surat, 

penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah; 



Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 2016 – 2021 14 

 

b. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan keprotokolan; 

c. Pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat; 

d. Pelaksanaan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan 

formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, 

pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai, 

gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian 

dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai menyusun 

standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, 

analisis beban kerja, budaya kerja, dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya; 

e. Penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan 

kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan 

pertanggung jawaban atas barang-barang inventaris; 

f. Pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-

barang keperluan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan perbekalan lain; 

g. Pelaksanaan urusan surat – menyurat; 

h. Pembuatan laporan inventarisasi barang (asset) Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah; 

i. Penyelenggaraan kesejahteraan pegawai; 

j. Penyusunan Laporan Kepegawaian; 

k. Pelaksanaan ketatausahaan; 

l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan 

m. Pelaksana tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Sub Bagian Keuangan  

Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan administrasi 

keuangan. 

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai; 

b. Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan; 

c. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan 

keuangan; 

d. Penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen 

pelaksanaan anggaran; 

e. Penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah; 

f. Pelaksanaan administrasi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah serta pembayaran gaji pegawai; 
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g. Penyiapan laporan pertanggungjawban keuangan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah; 

h. Pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeleuaran Badan; 

i. Pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan; 

j. Pelaksanaan ketatausahaan; 

k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan 

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas di bidang 

perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan. 

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penghimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program; 

b. Pelaksanaan pengelolaan data; 

c. Pelaksanaan perencanaan program; 

d. Penyiapan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-

undangan; 

e. Penghimpunan data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran; 

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi; 

g. Pelaksanaan penyusunan laporan; 

h. Penyusunan RENSTRA dan RENJA Badan; 

i. Penyusunan RKA dan DPA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

j. Penyusunan Budaya Kerja; 

k. Penyusunan LAKIP; 

l. Penyusunan evaluasi kegiatan; 

m. Pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT); 

n. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); 

o. Pelaksanaan ketatausahaan; 

p. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; 

q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala 

Pelaksana dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di 

bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra 

bencana serta pengurangan resiko bencana. 
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Dalam melaksanakan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggaran 

fungsi : 

a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada 

pra bencana serta pengurangan resiko bencana; 

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan 

kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana; 

c. Pelaksanaan kerja sama dengan Instansi atau lembaga terkait di bidang 

pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan 

resiko bencana; 

d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi, dan 

kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana; 

e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana. 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu 

oleh seksi-seksi antara lain : 

(1.1) Seksi Pencegahan  

Seksi Pencegahan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan  fungsi: 

a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang pencegahan pada 

saat pra bencana dan pengurangan risiko bencana; 

b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar di bidang pencegahan 

pada saat pra bencana serta pengurangan risiko bencana dengan 

menyusun Rencana Aksi Daerah; 

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pada 

saat pra bencana serta pengurangan risiko bencana dengan menyusun 

Rencana Aksi Daerah; 

d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang pencegahan pada saat pra 

bencana serta pengurangan risiko bencana; 

e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang pencegahan 

pada saat pra bencana serta pengurangan risiko bencana; 

f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang pencegahan pada 

saat pra bencana serta pengurangan risiko bencana; 

g. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang pencegahan pada saat pra bencana 

serta pengurangan risiko bencana; 
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h. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang pencegahan pada saat pra bencana 

serta pengurangan risiko bencana; 

i. Menyiapkan bahan pemaduan penanggulangan bencana dalam 

perencanaan pembangunan daerah; 

j. Menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan teknis, 

simulasi dan gladi; 

k. melaksanaan ketatausahaan; 

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Bidang 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan  

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

(1.2) Seksi Kesiapsiagaan  

Seksi Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada 

pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana; 

b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar di bidang kesiapsiagaan 

pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana; 

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada 

pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana; 

d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, 

peringatan dini dan mitigasi bencana; 

e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang 

kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana; 

f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesiapsiagaan pada 

pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana; 

g. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, 

peringatan dini dan mitigasi bencana; 

h. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, 

peringatan dini dan mitigasi bencana; 

i. Melaksanaan ketatausahaan; 

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Bidang 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan  

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 
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2. Bidang Kedaruratan dan Logistik 

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana 

BPBD dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang 

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.  

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap 

darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; 

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana 

pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; 

c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; 

d. Pelaksanaan kerjasama di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap 

darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; 

e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di 

bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan 

pengungsi dan dukungan logistik; 

f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas, dan 

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan. 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu oleh 

seksi-seksi antara lain : 

(2.1) Seksi Kedaruratan  

Seksi Kedaruratan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang penanggulangan dan 

penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat; 

b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar di bidang 

penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat; 

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan dan 

penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat; 

d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang penanggulangan dan penanganan 

pengungsi pada saat tanggap darurat; 

e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang 

penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat; 
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f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang penanggulangan dan 

penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat; 

g. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang penanggulangan dan penanganan 

pengungsi pada saat tanggap darurat; 

h. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang penanggulangan dan penanganan 

pengungsi pada saat tanggap darurat; 

i. Melaksanakan ketatausahaan; 

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang 

Kedaruratan dan Logistik; dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

(2.2) Seksi Logistik 

Seksi Logistik dalam menjalankan tugas, menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang dukungan logistik; 

b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar di bidang dukungan 

logistik; 

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan logistik; 

d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang dukungan logistik; 

e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang dukungan 

logistik; 

f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang dukungan logistik; 

g. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang dukungan logistik; 

h. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang dukungan logistik; 

i. Melaksanakan ketatausahaan; 

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang 

Kedaruratan dan Logistik;  

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

  Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala 

Pelaksana Badan dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. 
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Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; 

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana 

pada pasca bencana; 

c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pasca 

bencana; 

d. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 

kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh 

seksi-seksi antara lain : 

(4.1) Seksi Rehabilitasi 

Seksi Rehabilitasi dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi : 

a. Menyiapkan perumusan kebijakan tekhnis di bidang penanggulangan 

bencana rehabilitasi pasca bencana; 

b. Menyiapkan Perencanaan dan pelaksanaan pemulihan sarana dan 

prasarana umum asca sarjana; 

c. Menyiapkan perencanaan dan pemulihan psikologis, sosial, budaya, 

ekonomi, keamanan, dan ketertiban pasca bencana; 

d. Menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan pemulihan pelayanan publiok 

dan pemerintahan pasca bencana; 

e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan 

pada Rehabilitasi pasca bencana; 

f. Melaksananakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang 

rehabilitasi rekonstruksi. 

(4.2) Seksi Rekonstruksi 

Seksi Rekonstruksi dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan tekhnis di bidang penanggulangan bencana ada 

rekonstruksi pasca bencana; 

b. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana uum 

pasca sarjana; 

c. Pelaksanaan dan pelaksanaan penerapan standar rancang bangun yang 

tahan bencana; 
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d. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pemukiman masyarakat 

pasca bencana; 

e. Perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kondisi social, ekonomi dan 

budaya masyarakat pasca bencana; 

f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan 

pada Rehabilitasi pasca bencana; 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

 

2.2. SUMBER DAYA Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

2.2.1. Sumber Daya Manusia 

Sebagai sebuah organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan modal 

sangat penting untuk dapat menentukan perkembangan organisasi kearah yang lebih 

baik. Demikian pula bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 

Situbondo. 

Ditinjau dari jumlah tingkat pendidikan, pangkat dan golongan serta pejabat 

struktural, maka aparatur SDM BPBD Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut: 

A. Jumlah Pegawai 

Jumlah personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD ) adalah 

sebanyak  52 ( Lima puluh satu ) orang, terdiri dari PNS BPBD sebanyak 21 

orang. Ditambah Pegawai Tidak Tetap Pusdalops BPBD sebanyak 31 orang. 

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai per Bidang BPBD Kabupaten Situbondo 

Sekretariat 
Bidang 

Pencegahan& 

Kesiapsiagaan 

Bidang Kedaruratan & 

Logistik 

Bidang Rehabilitasi & 

Rekonstuksi 

Pegawai tdk 

tetap 

-  1 Kepala Pelaksana 

-  1 Sekretaris 

-  3 Kasubag 

-  3 Staff 

-  3 Kasubag 

-  3 Staff 

 -  1 Kepala Bidang 

 -  2 Kepala Seksi 

 -  2 staff 

 

-  1 Kepala Bidang 

-  2 Kepala Seksi 

-   1  staff 

-   1  Kepala Bidang 

-   2  Kepala Seksi 

-   1  Staff 

 31 Pusdalops 

 

8 Orang 5  Orang 4  Orang 4  Orang 31 orang 

     

 

B. Tingkat Pendidikan 

Jumlah Pegawai BPBD berdasarkan Tingkat Pendidikan 

1. Strata 3 ( Doctor ) :   0  orang 

2. Strata 2 ( Magister ) :   4  orang 

3. Strata 1 ( Sarjana ) :   10  orang 

4. Diploma 3 :   1  orang 

5. S M U :   31  orang 
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C. Pangkat dan Golongan 

Jumlah Pegawai BPBD berdasarkan Pangkat / Golongan 

1. Golongan I : 0 orang 

2. Golongan II :  3 orang 

3. Golongan III :  16 orang 

4. Golongan IV :   2 orang 

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan 

1. Eselon II :  1 orang 

2. Eselon III :  4  orang 

3. Eselon IV :  9  orang 

4. Staf Fungsional umum  :  7   orang 

2.2.2. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo 

adalah sebagai berikut: 

a. Sumber Daya Asset/Modal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3. KINERJA PELAYANAN OPD 

 
2.3.1. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN SASARAN RENSTRA 

 Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan terhadap rencana yang telah 

ditentukan maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya melalui Menyusun kebijakan teknis dan strategi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) dalam jangka pendek dan menengah. Sedangkan pencapaian 

kinerja Tahun 2016 - 2021 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

 

 

No. Nama Barang Jumlah Kondisi 

1. Tanah 100 m2 Aset Daerah (Baik) 

2. Bangunan Gedung 1 unit  Aset Daerah (Baik) 

3 Alat Angkut 

- Kendaraan Roda 4 
 

- Kendaraan Roda 2 

 

4 unit 

19 buah 

 

Baik 

Baik 
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Tabel 2.1 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kab. Situbondo 

NO 
Indikator Kinerja sesuai Tugas 

dan Fungsi OPD 
Target SPM 

Target 

IKK 

Target 

Indikator 

Lainnya 

Target Renstra 

OPDTahun ke- 
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 

1 2 3 4 5 1 2 3 2016 2017 1 2 3 2016 2017 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 

Korban bencana yang 

menerima bantuan sosial 

selama masa tanggap 

darurat  

70 100          
      

0,20 

    

0,25 
   

      

0,20 

       

0,25 

2 

Korban Bencana yang 

dievakuasi dengan 

menggunakan sarana 

prasarana tanggap darurat 

lengkap 

100 100            100    100    
     

100 

     

100 

 Dari tabel diatas  dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat  melaksanakan  

program  dan  kegiatan  sesuai dengan Indikator  Kinerja  sesuai  dengan Tugas dan Fungsi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  yang tertuang dalam RPJMD periode 2016-2021. 

Tabel 2.2 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

         Kab. Situbondo 

Uraian 

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara 
Realisasi dan 

Anggaran Tahun ke- 
Rata-rata 

Pertumbuhan 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 anggaran Realisasi 

Pendapatan 1 2 3 4 5 6 7 8 

Belanja Tidak Langsung Rp. 1.255.673.408,73 Rp. 2.654.206.063,00 Rp.   1.067.783.213,00 Rp.    2.438.627.390 97,5 % 97,5% - - 

Belanja Langsung Rp.  3.016.207.000,00 Rp. 2.047.808.000,00 Rp.   2.734.792.506,00 Rp.    1.833.741.260 95 % 95%   

 

2.4. TANTANGAN  DAN  PELUANG  PENGEMBANGAN  PELAYANAN OPD 

Untuk lebih memperkuat strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam 

pencapaian Visi dan Misi secara efektif dan efesien, maka dianalisis faktor-faktor yang 

dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan 

nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.  

Berikut analisis SWOT untuk 2 (dua) arus utama penanggulangan bencana, yaitu 

Pelaksanaan Mitigasi Bencana dan Penanggulangan Bencana. 

Seperti halnya pembangunan tantangan permasalahan utama dalam penggulangan 

bencana dalam hal kinerja aparat dan kelembagaan adalah sebagai berikut : 

a) Mensosialisasikan paradigma baru yang dirasakan masih banyak mengalami 

kendala, hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami 

pentingnya kegiatan penanggulangan bencana; 
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b) Besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas yang merupakan kemampuan 

internal organisasi dalam penanggulangan bencana. Kemampuan internal 

organisasi antara lain : perencanaan, kepegawaian, struktur, sistem, prosedur, 

arus informasi, komunikasi, pembuatan keputusan dan dukungan administrasi;  

c) Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih 

banyaknya jumlah penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana; 

d) Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat 

saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyaknya ditemui kendala dalam 

koordinasi dengan instansi terkait ; 

e) Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan 

penanggulangan bencana; 

 

Sedangkan peluang yang dapat dikembangan sesuai dengan pengembangan OPD 

adalah sebagai berikut : 

a) Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan 

terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan aturan-

aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan 

Menteri, dan Peraturan Kepala BNPB serta Peraturan Kepala Daerah sampai saat 

ini regulasi untuk penanggulangan bencana terus menerus diperbaharui dan 

disempurnakan; 

b) Sudah terbentuknya BPBD Kabupaten Situbondo sebagai salah satu lembaga 

yang menangani secara khusus penanggulangan bencana daerah; 

c) Perhatian yang semakin besar dari Pemerintah maupun masyarakat akan 

perlunya kesadaran dalam hal pengurangan risiko bencana. 

d) Perhatian dunia internasional terhadap penanggulangan bencana semakin besar;   

e) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai masih memungkinkan; 

f) Koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan (stakeholders) tinggi. 
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BAB III 
 

PERMASALAHAN ISU - ISU STRATEGI PERANGKAT 
DAERAH 

 
3.1   IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN PELAYANAN 

PERANGKAT DAERAH 

 

Tugas BPBD Kabupaten Situbondo dimana telah diuraikan di Bab II adalah membantu 

Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana meliputi 

penanganan sebelum bencana, saat tanggap darurat, dan pasca terintregasi pada Peraturan 

Bupati Situbondo Nomor 37 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo. Munculnya perubahan dan 

dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap 

lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang 

harus diantisipasi. Ini berarti, bahwa paradigma manajemen organisasi BPBD  Kabupaten 

Situbondo yang mengemban tugas berat untuK masyarakat terdampak bencana, juga harus 

berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang 

bersifat responsif ke preventif dengan karakter Good Governance. 

Dalam rangka untuk mencapai dan mewujudkan visi dan misi BPBD Kabupaten 

Situbondo yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan analisa SWOT baik dari lingkungan 

internal yang meliputi factor kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) maupun 

lingkungan eksternal yang meliputi factor peluang (opportunity) dan ancaman (threats). 

Hasil analisis SWOT dari beberapa isu-isu strategis di Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Situbondo antara lain: 

 

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Aspek 

Kajian 

Capaian 

/ Kondisi 

Saat Ini 

Standar 

yang 

Digunakan 

Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan 

Pelayanan OPD Aspek 
Kajian 

Capaian/Kondisi saat 
ini  
````````````````````
````````````````````
````````````````````
````````````````````
````````````````````
````````````````````
````````````````````
````````````````````
````````````````````
````QQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQ 

Standar 
yang 

Digunakan 

Internal 
(Kewenangan OPD) 

Eksternal (Diluar 
Kewenangan 

SKPD) 

1 2 3 4 5 6 
Penanganan 
Prabencana 

Masih Rendahnya 
pengetahuan 
masyarakat dalam 
pengurangan risiko 
bencana dan 
pencegahan bencana 

Persyaratan 
standar teknis 
penanggulan
gan bencana 

1.Pemanduan dalam 
rencana pembangunan 
2.Perencanaan tata ruang 
3.Pemerdayaan dan 
peningkatan kemampuan 

1. Tingkat Pendidikan 
masyarakat dalam 
menerima paradigma 
baru 

Masih dominannya peran 
pemerintah dan peran luar 
komunitas dibanding dengan 
Tim Siaga Bencana dari 
dalam Komunitas sendiri 

Penanganan 
saat 
bencana 

Data awal tentang jumlah 
korban,kerusakan 
infrastruktur, sarana 
sosial sering kurang 
valid/masih simpang siur 

Operasi 
penanganan 
darurat 

1. Ilmu teknologi yang 
digunakan 
 
2. Kerjasama dengan 
lembaga lain yang 
menangani penanggulangan 
bencana 

1. Sarana prasarana dan 
infrastruktur menuju ke 
daerah bencana 
 
2.Kebijakan Pemerintah 
Daerah 
 

 
 

 

1. Isu gender kelompok 
marginal yang sangat rentan 
ketika terjadi bencana 
2.  Kurangnya pemanfaatan 
ilmu dan tehnoligi, 
perencanaan yang 
komprehensif dalam 
penanganan bencana 

Penanganan 
pascabencan
a 

Partisipasi dan peran serta 
lembaga dan organisasi 
kemasyarakatan, dunia 
usaha, dan masyarakat 
masih dirasakan kurang 

Rehabilitasi 
dan 
rekonstruksi 
fasilitas vital 

1. Lingkungan daerah 
bencana 
 
2. Masyarakat, sosial, 
ekonomi dan budaya daerah 
bencana  

Kebijakan Pemerintah 
Daerah dan Pusat 

Masih dominannya peran 
pemerintah dan luar 
komunitas dibanding dengan 
Tim Siaga bencana dari 
dalam komunitas sendiri 
serta lemahnya koordinasi 
antar instansi 
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Terwujudnya Masyarakat  Situbondo yang  Madani,  Mandiri, Serta Lebih 

Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan 

3.2.    TELAHAAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL 

KEPALA DAERAH TERPILIH 

3.2.1.  VISI KEPALA DAERAH 

Visi  adalah  rumusan  umum mengenai  keadaan  yang  di inginkan pada  akhir  

periode  perencanaan,  yang  mencerminkan  harapan  yang ingin dicapai dilandasi oleh 

kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. 

Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Situbondo 

2016 - 2021, maka Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo 

adalah:  

 

 

Diharapkan  dengan  terumuskannya  Visi  Kepala Daerah  Kabupaten  Situbondo  

tersebut,  maka  dapat  menjadi motivasi  seluruh  elemen  Badan untuk  

mewujudkannya,  melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing.  

3.2.2. MISI KEPALA DAERAH 

 Misi  adalah  rumusan  umum  mengenai  upaya-upaya  yang  akan 

dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan  baik  

sesuai  dengan  visi  yang  telah  ditetapkan.  Berdasarkan Tugas  Pokok  dan  Fungsi  

serta  dilandasi  oleh  visi,  maka  misi  Kepala Daerah  Kabupaten  Situbondo  2016  –  

2021 adalah sebagai berikut : 

➢ Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman, berkualitas, dan aktif 

dalam Pembangunan; 

➢ Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan; 

➢ Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal; 

➢ Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan. 

        Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, Kabupaten Situbondo akan 

dapat mewujudkan sebagai daerah yang mandiri dalam perekonomian. Potensi 

tersebut  dapat memperbaiki iklim investasi bagi peningkatan laju pertumbuhan 

ekonomi daerah sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

       Namun selain memiliki potensi sumber daya yang berpotensi untuk 

dikembangkan, Kabupaten Situbondo juga memiliki potensi bencana alam yang 

berisiko seperti Banjir, Tanah Longsor, Banjir Rob, Angin Puting Beliung, Kekeringan, 

kebakaran dll, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Situbondo sebagai Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dituntut untuk memiliki 
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arah kebijakan yang akan mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih 

diantaranya melalui profesionalisme penanggulangan bencana baik pada tahapan 

prabencana, saat bencana/tanggap darurat, dan pascabencana untuk mendorong 

perbaikan penataan dan pendataan potensi penanggulangan kebencanaan serta 

penataan mekanisme kerja organisasi kemasyarakatan/relawan penanggulangan 

bencana.  

         Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas tentunya akan ditemukan faktor-

faktor yang dapat menjadi penghambat dan pendorong dalam pencapaian Visi dan 

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut dibawah ini :  

Tabel 3.2 
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Kab. Situbondo 

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah 

Visi: Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan  

No 
Misi dan  Program  

KDH dan Wakil KDH terpilih 

PermasalahanPelayanan 

BPBD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 

 

 

 

Misi No 4 

Meningkatkan tata kelola 

yang baik dalam 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

 

 

Program 19.03 

 

Badan Penanggulanan 

Bencana Daerah 

 

 

a. Belum memadainya 

kinerja aparat dan 

kelembagaan 

Penanggulangan 

bencana. 

 

 

b. Masih rendahnya 

kesadaran terhadap 

risiko bencana dan masih 

rendahnya pemaahaman 

terhadap kesiapsiagaan 

dalam menghadapi 

bencana 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Dalam penyelenggaraan tanggap 

darurat masih tingginya 

ketergantungan pendanaan 

bantuan tanggap darurat dan 

bantuan kemanusiaan kepada 

pemerintah pusat. 

b. Dalam upaya rehabilitasi dan 

rekonstruksi, penilaian 

kerusakan  dan kerugian pasca 

bencana yang tidak akurat dan 

keterbatasan peta wilayah yang 

menyebabkan terhambatnya 

pelaksanaan analisa kerusakan. 

 
 

c. Keterbatasan jaringan informasi 

dan komunikasi yang efektif 

dalam penyebaran informasi 

kebencanaan pada masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

d. Belum terintegrasinya 

Pengurangan Resiko Bencana 

dan perencanaan pembangunan 

secara efektif dan komprehensif. 

 

 

 

 

a. Adanya komitmen 

pendanaan yang lebih 

memadai dan fleksibel 

bagi penyelenggara 

Bencana ( on call dan 

contingensi). 

 

b. Telah dibentuknya BPBD 

Kabupaten Situbondo 

yang memungkinkan 

pembangunan di bidang 

kebencanaan dapat 

dilaksanakan lebih 

terpadu dan menjangkau 

wilayah kabupaten secara 

merata. 

c. Semakin meningkatnya 

kesadaran masyarakat 

untuk ikut serta secara 

aktif dalam upaya 

penyelenggaraan 

penanganan bencana dan 

adanya nilai gotong 

royong dan kebersamaan 

yang relatif masih kuat 

dipegang oleh 

masyarakat 

d. Banyaknya pengalaman 

penanganan bencana 

yang telah dilakukan di 

berbagai tempat 

Kabupaten dapat menjadi 

referensi bagi kegiatan 

penyelenggaraan 

penanganan bencana 

yang lebih baik. 
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3.3.    Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo dalam menjalankan 

tugas pokok dan fungsinya diharapkan mampu bersinergis dengan kebijakan pemerintah 

pusat, dalam hal ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB).  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pada BNPB dititik beratkan pada 

Penanganan Bencana yang sistemik untuk mempercepat pulihnya kondisi ketahanan 

sosial,budaya maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki 

kondisi lingkungannya. Hal ini sesuai dengan salah satu prioritas Pembangunan Nasional 

yaitu Lingkungan hidup dan Pengelolaan Bencana. 

Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah,masyarakat, dunia 

usaha, organisasi non pemerintah, internasional maupun pemangku kepentingan 

(stakeholders) lainnya. Oleh karenanya landasan nasional dalam penanggulangan bencana 

dan pengurangan risiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada 

pemerintah dalam upaya melaksanakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) secara 

terencana, sistematis dan menyeluruh. Pada tataran global pelaksanaan dari Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan upaya 

implementasi dari komitmen dunia yang tertuang dalam Kerangka Aksi Hyogo yang 

menjadikan Bangsa Indonesia memiliki komitmen terhadap dunia internasional dalam 

Pengurangan Risiko Bencana. 

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa Tugas Pokok Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) adalah sebagai berikut ; 

1, memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan         

    Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat,         

rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara; 

2, menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

  3, menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana pada masyarakat; 

  4, melaporkan peneyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap 

bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 

  5, menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan /bantuan nasional dan 

internasional; 

  6, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN; 

  7, melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

  8, menyusun pedoman pembentukan BPBD; 

Dalam menjalankan tugas pokoknya, BNPB memiliki fungsi : 

    a) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan    

        an pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat , serta efektif dan efisien; 
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    b) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, 

terpadu, dan menyeluruh. 

        Berkaitan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana 

dalam manajemen risiko bencana, maka arah penajamannya dilaksanakan dengan 

didukung oleh komitmen yang kuat dari semua pihak (stakeholders). 

       Secara substansial penanganan dan pengurangan risiko bencana merupakan 

perwujudan upaya yang sistematis dan dalam menanggulangi dampak dan mengurangi 

risiko bencana secara komprehensif melalui Rencana Strategis yang tersusun sistematik 

dalam menampung kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang terpadu guna menjadi 

tolok ukur pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana 5 (lima) tahun kedepan secara 

bertahap.   

   Pengidentifikasian program dan kegiatan yang berada dalam lingkup  Badan  Nasional 

Penanggulangan Bencana menjadi sebuah acuan yang bisa diselaraskan dengan Program 

dan Kegiatan yang berada pada tingkat provinsi dan Kabupaten. Identifkasi tersebut 

terangkum dalam table di bawah ini : 

 

Permasalahan  Pelayanan OPD Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra BNPB beserta 

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No 
Sasaran Jangka Menengah Renstra 

BNPB 

Permasalahan 

Pelayanan BPBD 

Propinsi 

SebagaiFaktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Terwujudnya system penanganan 

kedaruratan bencana yang efektif 

melalui peningkatan koordinasi 

penanganan kedaruratan, 

peningkatan sarana dan 

prasarana pendukung, serta 

peningkatan system logistik dan 

peralatan penanggulangan 

bencana yang efektif dan efisien; 

Masih kurangnya 

anggaran dan jumlah 

dan jenis sarana dan 

prasarana kebencanaan 

yang dimiliki daerah 

Belum adanya 

Perda yang 

signifikan dalam 

pengelolaan 

anggaran 

kebencanaan untuk 

kondisi kedaruratan 

Adanya dana siap 

pakai dan dana tak 

terduga guna 

pemenuhan biaya 

akibat bencana 

pada saat kondisi 

darurat 

2 -    Terwujudnya kesadaran, 

kesiapan dan kemampuan 

(pemerintah dan masyarakat) 

dalam upaya penanggulangan 

bencana dan penanggulangan 

bencana melalui peningkatan 

kapasitas di tingkat pusat dan 

daerah; 

Kurangnya 

pengetahuan 

masyarakat akan  

resiko bencana 

Banyaknya 

masayarakat yang 

mendirikan 

bangunan di daerah 

rawan bencana 

Adanya dana 

bantuan sosial 

berpola hibah 

penanganan pasca 

bencana 

3 Terwujudnya upaya rehabilitasi dan 

rekonstruksi yang lebih baik 

dibanding sebelum bencana, melalui 

peningkatan kapasitas perencanaan 

rehabilitasi dan rekonstruksi yang 

handal, 

Belum adanya 

Pedoman dan petunjuk 

teknis di daerah dalam 

pengelolaan rehabilitasi 

dan rekontruksi untuk 

pemulihan dan 

perbaikan kerusakan 

infrasrtuktur akibat 

bencana 

Banyaknya 

kerusakan 

infrastruktur akibat 

bencana yg masih 

belum tertangani 

dengan baik 

Adanya bantuan 

Sosial Berpola 

hibah kegiatan 

rehabilitasi dan 

rekontruksi Pasca 

bencana 
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Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra OPD Provinsi beserta 
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No 
Sasaran Jangka Menengah 

Renstra BPBD Provinsi 

Permasalahan 

Pelayanan BPBD Situbondo 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 - Terwujudnya 

Pemanfaatan teknologi 

pencegahan, 

kesiapsiagaan, 

peringatandini, dan 

mitigasi untuk 

menghadapi ancaman 

dan resiko bencana; 

Kurangnya sarana 

pendeteksi adanya bencana 

Tidak adanya alat 

pendeteksi 

bencana 

(banjir,longsor, 

anging putting 

beliung) 

Adanya Informasi 

dan komunikasi 

yang cepat dari 

masyarakat 

tentang adanya 

bencana 

 - Terwujudnya standar, 

kebutuhan, dan 

prosedur 

penyelenggaraan 

penanggulangan 

bencana 

 

Implementasi tentang SOP 

bencana yang belum 

dijalankan dan belum 

diketahui banyak oleh 

masyarakat 

Kurangya 

sosialisasi tentang 

standart 

keselamatan 

penyelenggaraan 

penanggulangan 

bencana 

Peran serta 

masyarakat yang 

secara otomatis 

ikut terlibat 

 - Terwujudnya 

peningkatan 

kemampuan SDM 

(Aparatur dan 

Masyarakat) 

yangmenguasai 

teknologi di bidang 

penanggulangan 

bencana; 

Tidak ada relawan khusus 

penanganan bencana 

Belum adanya 

relawan yang 

terkoordinasi 

dibawah naungan 

BPBD Kab. 

Situbondo 

Peran serta 

masyarakat yang 

secara otomatis 

ikut terlibat 

 

3.4.    TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP 

STRATEGIS 

Dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagi wujud pelaksanaan Visi 

dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2016 – 2021 ditinjau dari 

Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terdapat faktor-faktor yang 

dapat menghambat dan mendorong pelayanan BPBD. 

Faktor penghambat yang dirasakan dalam pencapaian program Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo terpilih adalah sebagai berikut: 

a. Belum terciptanya sistem regulasi penanggulangan bencana yang kuat, 

sehingga menimbulkan kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan lembaga 

dan kelompok masyarakat lainnya; 

b. Masih kurangnya pemberdayaan Perguruan Tinggi dan Kelompok intelektual 

lainnya dalam penanggulangan bencana; 

c. Belum adanya pemahaman sebagian besar masyarakat di pedesaan akan 

pentingnya program dan kegiatan pengurangan risiko bencana di Kabupaten 

Situbondo; 

d. Masih rendahnya kapasitas kemampuan penanggulangan bencana berbasis 

masyarakat. 
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Sedangkan faktor yang mendorong pencapaian Visi dan Misi serta program 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut: 

a. Potensi sumber daya yang tersedia belum semua termanfaatkan, sehingga 

masih memungkinkan untuk terus digali; 

b. Letak geografis Kabupaten Situbondo sebagi daerah penyangga memudahkan 

akses barang dan jasa dalam penyaluran logistik bencana; 

c. Kualitas kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang dibutuhkan 

dalam penanggulungan bencana cukup memenuhi kriteria dan persyaratan.  

     Tujuan yang diarahkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Situbondo adalah sebagai berikut : 

1. Mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

2. Meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta 

keserasian antar sektor melalui pemanfaatan ruang kawasan secara serasi, 

selaras dan seimbang serta berkelanjutan; 

3. Meningkatan kemampuan memelihara pertahanan keamanan negara yang 

dinamis serta memperkuat integrasi nasional; 

4. Meningkatan kualitas lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan 

fungsi dan tatanannya. 

 Hal ini menjadi penting untuk diketahui bersama sehingga mampu 

menghasilkan dan mencapai target kesejahteraan masyarakat yang optimal. 

Tabel.T-IV.C.1  
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor 

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 
 

No 

Rencana Tata Ruang Wilayah 

terkait Tugas dan Fungsi 

OPD 

Permasalahan 

Pelayanan OPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

Wilayah perkotaan Kab. 

Situbondo sebagai Pusat 

Kegiatan Lokal (PKL) 

Ibukota Situbondo sebagai 

PKL justru adalah area pusat 

terjadinya banjir 

Topografi pusat kota 

Situbondo tampang 

cenderung cekung 

sehingga terjadi banjir 

Adanya 

pengerukan 

pada sungai dan 

selokan 

     

Pemetaan wilayah berdasarkan potensi ditampilkan dalam RTRW sudah cukup mewakili 

dengan memperhatikan potensi di masing-masing wilayah sehingga program pencegahan 

dini dan penanggulangan bencana berjalan dengan baik di Kabupaten Situbondo 

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan 
Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

 

1 

Perubahan cuaca 

extrime yg 

berdampak 

terhadap kerusakan 

kondisi struktur 

tanah 

Banyak terjadi 

patahan/longsor akibat 

perubahan cuaca dan 

lingkungan 

Kerusakan infrastruktr 

jalan,jembatan rumah 

masyarakat akibat longsor 

Perencanaan infrastruktur 

yang sudah memuat 

tentang factor keamanan 

akibat bencana 

(angin,gempa/longsor) 
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Hasil  analisis  di  atas menjadi  sebuah  parameter  bagi  Badan  Penanggulangan  Bencana  

Daerah (BPBD)  untuk  senantiasa memacu  hal-hal  yang menjadi  pendorong  sehingga  

ada  perimbangan  dengan  faktor  penghambat  untuk menyelesaikan  Permasalahan  

pelayanan  OPD.  Hasil  Kajian  Lingkungan Hidup Strategis merupakan  identifikasi  yang 

menjadi  bahan  dan masukan  untuk  menselaraskan   program  dan Kegiatan  yang  akan  

di lakukan pada masa  yang akan datang. 

3.5.    PENENTUAN  ISU-ISU STRATEGIS 

a. Gambaran Pelayanan OPD 

        Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai unsur pelaksana yang 

memiliki fungsi teknis penanggulangan dalam kebencanaan memiliki peran strategis 

dalam membuat rencana penanggulangan bencana, rencana kontijensi, rencana 

operasional penanganan darurat, rencana rehabilitasi dan rencana rekonstruksi. 

        Melihat kondisi geografis , geologis, hidrologis dan demografis kabupaten 

situbondo daerah yang rawan bencana baik yang disebabkan oleh alam non alam serta 

manusia. 

Hal-hal yang sebaiknya dipersiapkan dan harus dilakukan dalam kondisi ini adalah 

sebagai beriku : 

- Menguatkan regulasi penanggulangan bencana; 

- Menganalisa  daerah-daerah rawan bencana dalam rangka mengurangi risiko serta 

mengantisipasi korban akibat bencana; 

- Mengkoordinir dalam penyelenggaraan penanganan korban bencana pada saat 

terjadinya bencana, bersama-sama dengan instansi terkait; 

- Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerugian yang ditimbulkan pasca 

bencana; 

- Meningkatkan peran ormas / LSM dan organisasi Mitra Pemerintah Lainnya; 

- Meningkatkan peran dunia usaha; 

- Memperdayakan Perguruan Tinggi dan Kelompok Intelektual lainnya; 

b. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga; 

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, 

maka  sasaran  strategis  Badan Nasional  Penanggulangan  Bencana (BNPB) bagi 

terwujudnya  tujuan  yang  dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah:  

- Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) 

dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui 

peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah; 

- Terwujudnya system penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui 

peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana danprasarana 

pendukung, serta peningkatan system logistik dan peralatan penanggulangan 

bencana yang efektif dan efisien; 
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- Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum 

bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi danrekonstruksi 

yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengurangan resiko bencana 

dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekosntruksi dalam rangka pembangunan 

berkelanjutan. 

c. Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Provinsi / Kabupaten 

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut : 

- Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) yang 

menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana; 

- Terwujudnya standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan 

bencana 

- Terwujudnya Pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, 

dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana; 

- Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terancana,terpadu, 

terkoordinasi dan menyeluruh 

- Penanganan pengungsi secara adil (sesuai standar pelayanan minimum)  serta 

melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana; 

- Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, di bidang 

tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana 

d. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD 

Identifikasi serta informasi tentang permasalahan RTRW daerah dapat digunakan 

sebagai dasar acuan penentuan daerah rawan bencana, ditinjau berdasarkan data-data 

kemiringan diatas 45 derajat, topografi, geografi, demografi, hidrologis,eksplorasi 

Sumber Daya Alam serta untuk kawasan industri. 

e. Implikasi KLHS bagi Pelayanan OPD 

Kajian Lingkungan Hidup Startegis ( KLHS) yang merupakan dasar  rencana bagi 

penyusunan  RTRW  diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

- Mengurangi potensi timbulnya percepatan kerusakan sumber daya alam dan 

pencemaran  lingkungan; 

- Mengurangi terjadinya intensitas bencana banjir, tanah longsor  atau kekeringan dari 

daerah-daerah yang mengalami masalah ekologis; 

- Mencegah penurunan potensi mutu air dan udara termasuk ketersediaan air bersih 

yang dibutuhkan masyarakat; 
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BAB IV 
 

TUJUAN DAN SASARAN 

4.1     TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPBD 

Tujuan BPBD Kabupaten Situbondo merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang 

akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, 

program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari BPBD kabupaten Situbondo. Untuk 

mewujudkan Misi BPBD Kabupaten Situbondo, maka perlu dijabarkan kembali menjadi 

tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional. 

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Situbondo beserta 

indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana terlampir. 

 

Tabel 4.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD KAB. SITUBONDO 

 

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 

Meningkatkan 
penanggulangan 
bencana secara 
cepat, tepat dan 
akurat 

Terwujudnya 
pengurangan 
resiko bencana 
di daerah 

1. Prosentase Desa Tangguh 
Bencana di daerah rawan 
bencana 
2. Respontime/daya tanggap 
bencana 
3. Prosentase pemulihan 
kembali wilayah terdampak 
bencana 

0 
 
 

8 jam 
 

100% 
 
 

0,04% 
 
 

8 jam 
 

100% 
 
 

0,08% 
 
 

8 jam 
 

100% 
 
 

0,12% 
 
 

8 jam 
 

100% 
 
 

0,16% 
 
 

7 jam 
 

100% 
 
 

0,20% 
 
 

6 jam 
 

100% 
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BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1.     STRATEGI DAN KEBIJAKAN BPBD KABUPATEN SITUBONDO 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan BPBD Kab. 

Situbondo dalam lima tahun mendatang.Strategi dan kebijakan dalam Renstra  adalah 

strategi dan kebijakan Kab. Situbondo untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah 

Kab.Situbondo yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program 

prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kab. 

Situbondo menunjukkan bagaimana cara BPBD Kab. Situbondo mencapai tujuan, sasaran 

jangka menengah BPBD Kab. Situbondo, dan target kinerja hasil (outcome) program 

prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kab.Situbondo. 

a. Strategi 

- Membangun kemitraan antar stakeholder /pihak-pihak terkait dalam penanggulangan 

bencana ( kerjasama dengan PMI, ORARI, SAR, ,PRAMUKA, KOPLING dll); 

- Membangun kesadaran kolektif masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan 

bencana ( kerjasama dengan swasta/pengusaha); 

- Upaya Pencegahan Bencana dan Pengurangan risiko bencana dengan Pendidikan 

pelatihan kemitigasian & pencegahan sejak dini; 

- Membentuk Tim Reaksi Cepat (Unit khusus penanganan bencana)  dengan dukungan 

peralatan dan alat transportasi yang memadai; 

- Penanganan kedaruratan korban bencana yang meliputi Pemenuhan Kebutuhan 

dasar pangan & Logistik dan perbaikan sarana prasarana vital;  

- Penanganan rehabilitasi dan rekontruksi yang lebih baik disbanding sebelum 

bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi 

yang handal; 

b. Kebijakan 

- Pembentukan Tim  Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana yang terkoordinasi 

dengan pihak lainnya (PMI, ORARI, SAR, ,PRAMUKA, dll) dibidang penanganan 

bencana; 

- Pembentukan Posko bersama penanganan bencana dan membangun kerjasama 

lintas sektoral dalam penanganan penanggulangan bencana; 

- Pendistribusian logistik bahan pangan sanitasi dan perbaikan fasilitas 

(jalan,jembatan, air bersih) secara kedaruratan /Non permanen; 

- Pemulihan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca 

bencana secara terpadu dan menyeluruh Melalui Kegiatan Rehabilitasi & Rekontruksi 

pasca bencana; 
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BAB VI 
    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

6.1  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  

 Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 

yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat yang dikoordinasi oleh Pemerintah Daerah 

untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi sebagai lembaga Penanggulangan bencana tersebut, BPBD Kabupaten 

Situbondo menetapkan program-programnya sesuai RPJMD periode 2016-2021, yaitu : 1). 

Program utama (Tekhnis); dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam 

proses kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana 

serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, 2). Program pendukung (generik), karena 

bersifat generik (dapat digunakan semua OPD), maka program tersebut tidak mencerminkan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peran dan kewenangan BPBD Kabupaten Situbondo 

sebagai lembaga penanggulangan bencana. 

 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan OPD sebagai bagian dari 

pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk 

peralatan dan tehknologi, dan dana sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran 

(output) dalam bentuk barang/jasa. Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut, 

BPBD Kabupaten Situbondo dalam mencapai sasaran melakukan kegiatan. 

Adapun Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Situbondo dimaksud adalah sebagai berikut:  

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

- Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. 

- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana. 

- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana. 

- Kegiatan Pemeliharaan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana. 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 

- Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya. 

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 

- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 

- Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan. 

6. Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

- Kegiatan Penyusunan Dokumen Rentra dan Renja. 
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7. Program Pelaksanaan Harjakasi. 

- Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Harjakasi. 

8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam. 

- Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana alam. 

- Kegiatan Sosialisasi Rawan Bencana/Desa Tangguh. 

- Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban 

bencana alam. 

- Kegiatan Pemutakhiran Peta Rawan Bencana. 

- Kegiatan Posko Siaga Bencana. 

- Kegiatan Penanganan Siaga Darurat Bencana Kekeringan. 

9. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana. 

- Kegiatan Sosialisasi Penanganan Darurat. 

- Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Korban Bencana. 

- Kegiatan Pemantapan Penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana. 

- Kegiatan Sosialisasi pada Pelajar. 

10. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana. 

- Kegiatan Tim Damage dan Loses Assesment (DALA)/Tim Investigasi Nilai Kerugian 

Akibat Bencana. 

- Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana. 

- Sosialisasi Pengurangan Resiko Pasca Bencana. 

 

6.2.  INDIKATOR KINERJA 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo merupakan 

salah satu OPD yang ada di Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya untuk melaksanakan pengelolaan penanggulangan bencana daerah khususnya 

pasca bencana, perlu mendapatkan dukungan dari OPD lain yang terkait. 

- Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana. 

Dalam pembangunan infrastruktur selalu berkoordinasi dengan OPD terkait 

seperti Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Sosial, Dinas 

Kelautan dan Perikanan. 

 

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2016 - 2021 menjadi tanggung jawab semua OPD 

Kabupaten Situbondo, ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan 

pembangunan yang menjadi tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi OPD. Keberhasilan 

pelaksanaan RPJMD 2016 - 2021  diukur dari prosentase (%) Pencapaian Target/Sasaran 

RPJMD 2016 - 2021. 
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6.3  PENDANAAN INDIKATIF 

 

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran 

dan pendanaan yang tersedia, alokasi anggaran dan pendanaan dirumuskan berdasarkan : 

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan 

penganggaran terpadu; 

b. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif; 

c. Urusan wajib mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sesuai kondisi nyata daerah 

dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan tanggung jawab SKPD. 

Pagu anggaran indikatif merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan 

kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standart satuan harga ditetapkan sesuai 

ketentuan, peraturan dan perundangan-undangan.  

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya 

dari tahun anggaran direncanakan guna memastikan konsistensi dan kesinambungan 

kebijakan yang disetujui dari program dan kegiatan. Perencanaan yang bersifat indikatif 

adalah data dan informasi baik tentang sumberdaya diperlukan maupun keluaran dan 

dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan. 

Pagu indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo untuk 

menunjang terlaksananya program kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten dan Sumber 

pendanaan lainnya yang sah. Pada tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

mendapat anggaran sebesar Rp. 11.196.182.296,00 dengan rincian Belanja Pegawai 

sebesar Rp. 3,423.586.596,00 Belanja Langsung sebesar Rp. 3.575.162.700,00 dan 

Dana Hibah dari APBN Rp. 4.197.433.000,00. 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.  

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah 

ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu 

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan 

kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang 

diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai 

media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa 

mendatang. 

 Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran 

organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan 

demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian 

kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat 

menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil. 

 Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna 

mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD), diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan 

indikator kinerja program pembangunan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah 

Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021. 

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 

Situbondo selama 5 tahun kedepan (2016-2021) yang memberikan kontribusi terhadap 

tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel 7.1 sebagaimana 

terlampir : 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 

Situbondo Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo selama 5 (lima) tahun 

mendatang, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.  

Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-

2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD dan merupakan 

acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Agar Rencana Strategis ini 

dapat diimplimentasikan dengan efektif dan efisien maka dalam pelaksanaan perlu 

diperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 

a. Rencana strategis yang disusun ini bersifat partisipatif dan konsisten dengan 

situasi kompetensi dan transparansi yang artinya diharapkan akan mampu 

memperkecil dampak yang bersifat negatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo. 

b. Rencana Strategis ini harus memperhatikan berbagai aspek dengan 

menyesuaikan kemampuan realistis dari aparat Pelaksana Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.   

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Situbondo tahun 2016 - 2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua 

pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Situbondo 2016-2021: 

”Terwujudnya Masyarakat Situbondo yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, 

Sejahtera, dan Berkeadilan”.  
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